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KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan 2025,sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun Kedua pelaksanaan Rencana Strategis KPU
Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-
1Kpts/03/KPU / 1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungiawaban KPU atas
pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat
kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja ini
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran
2025, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU
selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan
sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan
dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan
efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di
lingkungan KPU pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU
secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Govemment.

Merauke, 20 Januari 2026
Ketua Komisi Pemi
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Selatan 2025 merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa
setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan 2024 sebagai
pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah. Sesuai
dengan Peraturan Komsi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bahwa Komisi
Pemilihan Umum merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,
tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam UndangUndang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undangan Pemilihan. Sesuai dengan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, KPU
mempunyai visi “Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,

Profesioal dan Berintegrasi”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Selatan 2025 ini, diharapkan dapat mengevaluasi kinerja selama Tahun
Anggaran 2024 sehingga semakin memotivasi seluruh Pimpinan dan Aparatur Negara
di KPU Provinsi Papua Selatan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian
sasaran dan tujuan yang digariskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mendatang

dapat dicapai dengan lebih baik lagi.
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PENDAHULUAN

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah,
pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan
untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu
mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum
(LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen
Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota yang
merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah
dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wabhid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001
tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya
beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri
mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat

kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2
(dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU,
yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33Tahun 2011. Anggota
KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat

serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 25 Juli 2022 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan
pada tanggal 27 Januari 2023 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan
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Umum Provinsi Pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua

Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Pada tanggal 24 Mei 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Melantik 5 (lima) Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Selatan yaitu ; Alson
Markus Kambu, Daniel Ndiwaen, Helda Richarda Ambay, Jufri Toatubun dan Theresia

Mahuse.

KPU Provinsi Papua Selatan melakukan pleno pertama dengan agenda pemilihan
Ketua KPU dan pembagian tugas lainnya. Rapat pleno tersebut dilakukan secara
tertutup. Hasilnya, 5 (lima) anggota KPU Provinsi Papua Selatan memutuskan
Theresia Mahuse sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Selatan. Keputusan tersebut
diambil melalui musyawarah-mufakat. Selain memutuskan posisi Ketua KPU Provinsi
Papua Selatan, rapat pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi kerja dan
koordinator wilayah kerja. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota
KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai berikut;
a) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber

Daya Manusia;
C) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
d) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
e) Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi kerja KPU dan penanggung jawabnya, diputuskan dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
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Divisi Kerja dan Penanggungjawab;

No | Nama Kedudukan Devisi

1 Alson Markus Kambu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya
Manusia;

2 Daniel Ndiwaen Ketua Divisi  Perencanaan, Data, dan
Informasi

3 | Helda Richarda Ambay Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan

4 | Jufri Toatubun Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan

5 | Theresia Mahuse Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah

Tangga dan Logistik

Pembagian Koordinator Wilayah Kerja;

No | Nama Kedudukan | Wilayah Kerja
1 Theresia Mahuse Ketua e Asmat
e Boven Digoel
e Mappi
e Merauke
2 Alson Markus Kambu Ketua e Merauke
Daniel Ndiwaen Wakil
3 Helda Richarda Ambay Ketua e Boven Digoel
Alson Markus Kambu Wakil
4 Jufri Toatubun Ketua e Asmat
Helda Richarda Ambay Wakil
5 Daniel Ndiwaen Ketua e Mappi
Jufri Toatubun Wakil
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Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

» Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

> Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya
secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa
jabatan tertentu.

» Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan
melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak
mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk  menjamin  tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang  dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan

penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu  wajib | sepagai salah satu

i i ; organisasi penyelenggara
bekerja, bertindak, menjalankan tugas, Pemilu/Pemilihan, Komisi
wewenang dan kewajiban sebagai | Pemilihan Umum tunduk
) i terhadap payung hukum
penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik | “peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum RI nomor 2
serta sumpah/janji jabatan. Tahun 2017"” tentang Kode
Etik dan Pedoman Perilaku
Penyelenggara Pemilihan
Umum

dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu,

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana

dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam

peraturan DKPP vyaitu:

» Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau

golongan;
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Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai
kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang
diambil;

Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan

Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud,

berpedoman pada prinsip atau asas:

a)

b)

d)

f)

9)

Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu,
Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu
bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan
perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai
kaedah keterbukaan informasi publik;

Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan
umum untuk mewujudkan keadilan;

Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara
Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian
atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat

waktu;
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h) Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan

Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

i) Kepentingan umum, bermakna

Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Pemilihan Umum
(PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019,

yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah

2017 serta Peraturan Komisi

pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan

oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam
menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam

penyelenggaraan

Dalam
menyekenggarakan
Pemilu, Komisi Pemilihan
Umum tunduk terhadap
payung hukum "UUD 1945”,
“"Undang-Undang nomor 7
Tahun 2017"”,tentang
Pemilihan Umum, dan juga
“"Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik
Indonesia nomor 8 Tahun
2019” tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum,

Pemilu,

(Luber-Jurdil).

Rancangan

Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum

Berdasarkan naskah akademik

Undang-Undang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:
1.

Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa
perantara,;

Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat
umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh
bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial,

Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan
haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih
sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum

telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan
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dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan
tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;

5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu,
pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait
dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Profil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan

Berdasarkan amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan
masuknya Provinsi Papua Selatan menjadi Provinsi yang akan mengadakan Pemilu
dengan di dalamnya mengangkat 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan melaksanakan amanat undang-
undang yang ada dengan melakukan seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua
Selatan untuk pertama kali pada bulan Januari s.d. Maret 2023 yang kemudian pada
Bulan Mei 2023 dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi 10 besar nama calon

anggota KPU Provinsi Papua Selatan yang diusulkan oleh Tim Seleksi.

Kemudian KPU juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan

sebagai turunan untuk membentuk KPU Provinsi pada Daerah Otonomi Baru.

Pada Tanggal 24 Mei 2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum melantik Anggota KPU
Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, yaitu Sdr. Alson Markus Kambu, Daniel
Ndiwaen, Helda Richarda Ambay, Jufri Toatubun, dan Theresia Mahuse. Tahun 2023
juga menjadi awal pertama kali terbentuknya KPU Provinsi Papua Selatan secara
definitif. Pelantikan Anggota KPU Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028,
dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421 Tahun
2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Papua Selatan Periode 2023-
2028. Tanggal 24 Mei 2023.
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Pembagian Divisi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kedudukan
Divisi Kerja KPU Provinsi Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028 secara jelas

dapat dilihat pada tabel berikut:

No | Nama Jabatan Divisi
1. Theresia Mahuse Ketua Keuangan, Umum, dan Logistik
2. Alson Markus Kambu | Anggota Sosialisasi dan Pendidikan

Pemilih, Partisipasi Hubungan
Masyarakat, dan SDM

3. Daniel Ndiwaen Anggota Perencanaan, Data, dan
Informasi

4, Helda Richarda Ambay | Anggota Teknis Penyelenggaraan
Pemilu

5. Jufri Toatubun Anggota Hukum dan Pengawasan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PERIODE 2023 - 2028

THERESIA MAHUSE

KETUA KPU
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Profil Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum pada Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya,
Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan dibentuk. Saat ini Sekretariat KPU Provinsi
Papua Selatan berkantor sementara pada bekas Hotel Nirmala yang diubah menjadi
ruang-ruang kantor. Saat ini Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan beralamatkan di
Jalan Mandala Nomor 66, Kota Merauke.

Tugas pokoknya memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden tersebut di
tingkat daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018,
KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota. Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi
lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan. Serta
mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan di era reformasi
birokrasi. Sesuai lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Tipelogi
Sekretariat KPU Provinsi, bahwa Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan termasuk
dalam Provinsi yang kategori B. Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 diatur
mengenai ketentuan umum tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi dari
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan
tupoksinya masing — masing. Adapun susunan pejabat Eselon IlI, Ill dan IV pada

Sekretariat KPU Provinsi Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:
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No Jabatan Nama Status
1. Sekretaris Jimmy Winarta Definitif
2. Kepala Bagian Keuangan, | Marcelus Celes Eddy | Definitif
Umum, dan Logistik Rianto
3. Kepala Bagian Teknis | Djumadi Definitif
Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum
4. Kepala Bagian | Yuliana Christine | Definitif
Perencanaan, Data dan | Handayani
Informasi, Partisipasi
Masyarakat dan SDM
5. Kepala  Sub Bagian | Meli Datu Definitif
Keuangan
6. Kepala  Sub Bagian | Sherly Novieta C.T Definitif
Umum dan Logistik
7. Kepala Sub Bagian Teknis | Eko Wahyu Nugroho Definitif
Penyelenggaraan Pemilu Fredi Damayanto R. Pelaksana Tugas
(sejak 3 November
2025)
8. Kepala  Sub Bagian | Marco Ricardo Tan Definitif
Hukum Imelda Lamarubun Pelaksana Tugas
(sejak 3 November
2025)
9. Kepala  Sub Bagian | Rudi Yogaswara Definitif
Perencanaan, Data dan
Informasi
10. Kepala Sub Bagian Rama A. Ramdani Definitif

Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan SDM
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Tugas dan Fungsi KPU Provinsi

Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis,
termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada saruan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Provinsi menurut pasal 15 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum adalah :
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan
Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan
menyampaikannya kepada KPU;

Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan
anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang
bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat
penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta
Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;

Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;

Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan
dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi menurut pasal 16 Undang-Undang 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum adalah :

a.
b.

Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU
Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;

Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu

anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
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menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara
anggota KPU Kabupaten/Kota. yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu
berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi menurut pasal 17 Undang-Undang 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum adalah :

a.

Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat
waktu;

Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang
disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik
Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;

Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
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Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Provinsi meliputi :

1.
2.

Merencanakan program dan anggaran;

Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur,;

Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan

memperhatikan pedoman dari KPU,;

Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan;

Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman

dari KPU;

Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan

dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

a. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

C. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi
persyaratan;

Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang
bersangkutan;

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan
Bawaslu Provinsi;

Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;

Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih
dan membuat berita acaranya,

Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan
Menteri;

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan
dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota
KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu
Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi
kepada masyarakat;

Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;

Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan
tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;

Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
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21.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, wajib:

1.

10.
11.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dengan tepat waktu;

Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil
dan setara;

Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur kepada masyarakat;

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan
Menteri;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan
tembusan kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;

Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur di tingkat Provinsi;

Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAB I

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai
melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima)
tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah
“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan
Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan

berintegritas adalah sebagai berikut:

1) Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai
dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2) Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

3) Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib,

terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024.
Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8
tentang “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian

sebagai berikut:

1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman
kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian
hukum, progresif, dan partisipatif;

3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien,
transparan, akuntabel, serta aksesibel;

4) Mengoptimalkan ~ pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak;

KOMISIPEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN



5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak; dan
6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku
kepentingan.

Sasaran Strategis KPU Papua Selatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan adalah lembaga yang diharapkan dapat
menjalankan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat terutama seluruh Provinsi
Papua Selatan, dengan adanya hal tersebut dalam tugas dan fungsinya Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Papua Selatan turut serta dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta
sasaran yang telah menjadi komitmen Komisi Pemilihan umum itu sendiri. dan dalam hal
mewujudkan hal-hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan

mempunyai strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar;

2. Meningkatkan penataan dan pembinaan sumber daya manusia KPU Provinsi
Papua Selatan secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas,
profesional,netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi,

kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi

masyarakat;

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan
KPU;

4, Menyusun pedoman teknis dan standar operasional pelayanan pada pelaksanaan

dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;

5. Membangun komunikasi dan koordinasi masing-masing divisi sehingga
terciptanya suasana kerja yang baik dan dapat meningkatkan performa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,
koordinasi antar lembaga,;

7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal;
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10.

Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan;

Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan
penganggaran,koordinasi antar lembaga.

Tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dalam hal

mewujudkan Tujuan Komisi Pemilihan Umum vyaitu:

1)

2)

3)

Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan
berintegritas;

Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan
efektif; dan

Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan
Adil.

Pembuatan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun
2023-2025 bertujuan untuk:

1)

2)

Menjadi acuan resmi bagi seluruh Aparatur Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Selatan dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu dua
tahun;

Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan

setiap tahun;

Arah Kebijakan Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi

telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan

semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan

demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik

warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat,
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dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi

politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam

bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan

mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan

penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana

pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

1.

Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan
kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan
konstituen;

Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan
secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata
nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat,
intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan
persatuan dan kesatuan bangsa; dan

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum
terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas
SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran
belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya

partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh,

“Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”,

Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
b. Pemantapan demokrasi internal parpol,
c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
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d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta
penyediaan konten dan akses;

b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan

c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika,
Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan
Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI
merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di
Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga
aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga)

kegiatan prioritas demokrasi, yaitu :
1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights), dan

3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
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Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:
1. Reviu surat kabar lokal,
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. Focus Group Discussion (FGD), dan
4. Wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPIMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas
“Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;

3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan

Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;

2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;

4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran

Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialiasasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Arah Kebijakan KPU

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Komisi Pemilihan
Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun

Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat
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dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada

Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :

a.

Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan
yang ditetapkan;

Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya
di setiap eselon (jabatan);

Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang
diberikan;

Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;

Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang
terintegrasi;

Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar
lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan
di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-
kegiatan di lingkungan KPU;

Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;

Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

seharihari untuk KPU seluruh Indonesia; dan

m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah

kebijakan :
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a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota);

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu
yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Susunan Organisasi KPU Provinsi Papua Selatan

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
KPU adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri
dalam melaksanakan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi. Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota, dimana hubungan antara KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi Papua Selatan dalam
menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam, pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Provinsi menetapkan Ketua KPU Provinsi
dan Pembagian Divisi melalui Rapat Pleno untuk membagi tugas dan fungsi Lembaga

pada semua anggota KPU Provinsi.
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Ketua KPU Provinsi, mempunyai tugas:
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memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;

bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;

mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Pembagian Divisi untuk anggota KPU Provinsi yang berjumlah 5 (lima) orang, meliputi:

d.

e.

Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya
Manusia;

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;

Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan

Divisi Hukum dan Pengawasan.

Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan

evaluasi terkait dengan kebijakan:
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administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

protokol dan persidangan;

pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;

pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;

pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD
Provinsi; dan

perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan

Pemilihan.
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Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya
Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, = menyelenggarakan,

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

sosialisasi kepemiluan;

partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
publikasi dan kehumasan;

kampanye Pemilu dan Pemilihan;

kerja sama antar lembaga;
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pengelolaan dan penyediaan informasi publik;

pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;

= Q

pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;

J- pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan

m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan

kebijakan:

penyusunan program dan anggaran;

evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
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pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

Q
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Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan

kebijakan:

pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
verifikasi partai politik dan anggota DPD;

a
b
C. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
d pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
e penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;

f. pelaporan dana kampanye; dan

g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan,

menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan

kebijakan:

a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;

b. telaah hukum dan advokasi hukum;

C. dokumentasi dan publikasi hukum;

d. pengawasan dan pengendalian internal,

e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non

tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan

f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta
integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis. Sekretariat KPU
Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU Provinsi yang secara administratif bertanggung
jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada
ketua KPU Provinsi.
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Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan adalah lembaga Sekretariat yang berkedudukan
di Provinsi Papua Selatan dan dipimpin Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan serta

bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

Dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan dibantu oleh 3 (Tiga)

Kepala Bagian (Kabag) beserta masing-masing Kepala Subbagian (Kasubbag) sebagai

berikut:

1) Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan
SDM,;

2) Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum;

3) Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Serta dibantu oleh 6 (enam) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing- masing:
Kepala Subbagian Keuangan;

Kepala Subbagian Umum dan Logistik;
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
Kepala Subbagian Hukum;

Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
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Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM.

Dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas :

a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. Memberikan dukungan teknis administratif;

C. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
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f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan
KPU Provinsi;

b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada
KPU Provinsi;

C. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan

dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi
dan Sekretariat KPU Provinsi;

d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;

e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di
bidang penyelenggaraan Pemilu;

g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta
penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan

h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU,;

b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud
pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

C. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diuraikan bahwa :
1) Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas :

a) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
b) Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;

c) Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan
SDM; dan

d) Kelompok JF.

2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan
rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik, dimana

terdiri atas :

a) Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
b) Pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan
c) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah

tangga, umum, dan logistik kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

3) Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam melaksanakan tugas,

terdiri atas :

a) Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU
Provinsi;
b) Koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi

hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian
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sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
4) Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

dalam melaksanakan tugas, terdiri atas :

a) penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;

b) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan

c) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan
anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di
wilayah kerjanya.

d) Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan
hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah
kerjanya;

e) Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di

lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

KPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Namun demikian,
pada saat Peraturan KPU tersebut mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat
KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya

jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan KPU tersebut.
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Sasaran Strategis KPU Provinsi Papua Selatan

dengan 2025 mempunyai

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk tahun 2023 sampai

sasaran strategis yang akan menjadi

acuan dalam

mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Berikut rincian sasaran strategis
KPU Provinsi Papua Selatan tahun 2023-2024.

TARGET KINERJA

Pemilu/Pemilihan

NO TUJUAN SSTAI\??AAI'IEQI\IS INDIKATOR
2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Mewujudkan KPU | Terwujudnya Persentase
yang Mandiri | Sistem Informasi | informasi mengenai
Profesional dan | mengenai  Partai | partai politk yang | ) o o o
Berintegritas Politik yang andal | mutakhir dan 90% 90% 90%
dan berkualitas dipublikasikan
pada publik
Terwujudnya Nilai Evaluasi atas
Sumber Daya | Akuntabilitas
Manusia dan | Kinerja KPU - - B B B
Lembaga KPU
yang berkualitas
Opini BPK Atas
Laporan Keuangan | - - WTP | WTP | WTP
KPU
Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi | - ) 5 5 5
KPU
Menyelenggarakan | Terwujudnya Persentase
Pemilu  Serentak | Kesadaran Partisipasi Pemilih
yang Demokratis, | Pemilih, dalam
Tepat Waktu, | Kepemiluan dan | Pemilu/Pemilihan ) ) ) 7750 | -
Efisien, dan Efektif | Demokrasi  yang =70
tinggi untuk
seluruh lapisan
Masyarakat
Persentase
Partisipasi Pemilih | . ) 70% | -
Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase
Partisipasi Pemilih
Disabiltas ~ dalam | - - - 0% -
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TARGET KINERJA
NO TUJUAN Sﬁ%‘i’?‘rl;g'l\ls INDIKATOR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Persentase
koordinasi penyelenggaraan
penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
kepemiluan yang | sesuai dengan
sesuai dengan | jadwal dan
Standar Pelayanan | ketentuan yang
Publik, disertai , | berlaku
dan KPU
Kabupaten/Kota
yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan - - 100% | 100% | 100%
sesuai dengan
jadwal dan
ketentuan yang
berlaku
pengelolaan data
dan informasi serta
dokumentasi
pelaksanaan
Pemilu  berbasis
teknologi informasi
yang terintegrasi
Mewujudkan Terwujudnya Persentase
Pemilu  Serentak | Pemilu  Serentak | pelaksanaan
yang Langsung, | yang aman dan Pemilu/Pemilihan
Umum, Bebas, | damai disertai | yang Aman dan | - - 80% 90% 90%
Rahasia, Jujur, dan | penyelesaian Damai
Adil sengketa  hukum
yang baik
Persentase
Sengketa  Hukum | _ _ 80% | 90% | 90%
yang dimenangkan
KPU Provinsi
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Program Kerja KPU Provinsi Papua Selatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk tahun 2023 sampai dengan 2025
mempunyai program kerja yang akan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi

Komisi Pemilihan Umum. berikut rincian program kerja KPU Provinsi Papua Selatan

tahun 2023-2024.

NAMA SASARAN TARGET KINERJA
NO'| prOGRAM PROGRAM INDIKATOR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Meningkatnya Persentase
Dukungan Kapasitas SDM | Pegawai dengan
Manajemen yang Berkompeten | Kompetensi  yang
Sesuai dengan
Standar
Kompetensi - - 80% | 90% | 90%
Penugasan
(Pembinaan SDM
dan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian)
Meningkatnya Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Akuntabilitas
Keuangan dan | Kinerja KPU
Kinerja KPU - - B B B
(Pelaksanaan
Perencanaan
Organisasi)
Opini BPK Atas
Laporan Keuangan
KPU
(Pelaksanaan - - WITP | WTP | WTP
Pengelolaan
Keuangan dan
BMN)
Nilai Evaluasi atas
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
KPU - - 75 75 75
(Pemeriksaan dan
Pengawasan
Internal Wilayah)
Terwujudnya Persentase
Dukungan Sarana | Tersedianya Sarana
dan Prasarana | dan Prasarana | - - 70% 80% 80%
Guna untuk Memenuhi
Meningkatkan Kebutuhan Kerja
Pegawai yang
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TARGET KINERJA

(Pelaksanaan
Perencanaan
Organisasi-
Pengelolaan
dan Teknologi)

Data

NO | pRoGRAM | PROGRAM | INDIKATOR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelancaran Tugas | Berfungsi dengan
KPU Baik
(Penyelenggaraan
Operasional dan
Dukungan Sarana
Prasarana Kantor)
Terwujudnya Data | Persentase KPU
Pemilih secara | Provinsi/Kabupaten/
Berkelanjutan Kota yang
memutakhirkan
Data Pemilih Tepat
Waktu - - 100% | 100% | 100%

2 Program Terlaksananya Persentase
Penyelenggaraan | penetapan Rancangan
Pemilu Dalam | Peraturan KPU | Peraturan KPU
Proses sesuai dengan | yang disusun dan
Konsolidasi ketentuan diharmonisasi
Demokrasl peraturan dengan tepat waktu

perundang- sesuai dengan
undangan, serta | Kerangka Regulasi
dan I(DPenyusunan
eraturan
penyuluhannya Perundang-
Undangan-
Pelaksanaan
Dukungan Bantuan
Hukum)
Terwujudnya Persentase Satker
Dukungan Logistik | yang menyediakan
dalam logistik
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Pemilu/Pemilihan secara tepat
sasaran, tepat
jumlah, tepat jenis, | - - 90% | 90% | 90%
tepat mutu, dan
tepat waktu
(Pelaksanaan
Pengelolaan
Logistik)
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TARGET KINERJA

NO | pRoGRAM | PROGRAM | INDIKATOR
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terwujudnya Persentase
Tahapan KPU/KPU
Pemilu/Pemilihan Provinsi/KPU
Sesuai Jadwal Kabupaten/Kota
yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan
jadwal
(Pelaksanaan - - 100% | 100% | 100%
Teknis

Pemilu/Pemilihan-
Fasilitasi Pelatihan
Masyarakat dan

Penyelenggaraan
Hubungan
Masyarakat-
Pengelolaan Data,
Teknologi, dan
Informasi)

Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Papua Selatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan mempunyai 2 Program Utama yaitu
Program Dukungan Manajemen, dimana dalam program ini merupakan kesekretariatan
yang berarti program-program rutinan atau manajemen kantor dalam kata lain
berhubungan dengan peningkatan kinerja SDM, Layanan Perkantoran, penilaian
akutanbilitas dan lain-lain. dan yang kedua yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu
dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, hal tersebut merupakan Program yang
berdasarkan Tugas dan Fungsi KPU sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu. Di bawah ini berupakan Tabel rincian Program Kerja KPU
Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2025.
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Kegiatan Program Dukungan Manajemen

TARGET KINERJA

NAMA SASARAN
NO INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN 2021 [ 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Pelaksanaan Terwujudnya Jumlah revisi yang
Perencanaan, rencana kerja dan | dilakukan terhadap
Organisasi anggaran KPU | rencana kerja yang | - - 4 Dok | 8 Dok | 8 Dok
Provinsi yang efektif | telah ditetapkan
dan efisien
Terwujudnya sistem | Persentase laporan
administrasi monitoring dan
penyelenggaraan evaluasi yang | - - 80% | 90% 90%
Pemilu yang tertib, | akuntabel dan tepat
efektif dan efisien waktu
Terwujudnya Jumlah Fasilitasi
kerjasama dengan | Kerjasama Dengan
Lembaga Instansi Terkait
penyelenggara Dalam Rangka | - - 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok
Pemilu baik di dalam | Penguatan
maupun  di  luar | Kelembagaan
negeri Demokrasi
2 Pembinaan Meningkatnya tertib | Persentase pegawai
Sumber Daya | administrasi dan | yang mendapatkan
Manusia dan | pengelolaan sumber | layanan - - 80% | 90% | 90%
Pelayanan daya manusia kepegawaian secara
Administrasi tepat waktu dan
Kepegawaian akurat
Tersedianya data | Persentase Pegawai
dan informasi | yang Tercatat secara
kepegawaian akurat dalam Data | . - 100% | 100% | 100%
Base Kepegawaian
berbasis  teknologi
informasi
3 Pelaksanaan Meningkatnya Persentase
Pengelolaan penyelesaian penyelesaian
Keuangan dan | pertanggungjawaban | pertanggungjawaban
Barang Milik | penggunaan penggunaan - - 100% | 100% | 100%
Negara anggaran sesuai | anggaran sesuai
ketentuan ketentuan oleh KPU
Provinsi
Terlaksananya Jumlah laporan
sistem akuntansi dan | sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan | pelaporan keuangan | _ - 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok
yang diselesaikan
tepat waktu oleh KPU
Provinsi
4 Penyelenggaraan | Meningkatnya Jumlah  rancangan | _ )
Operasional dan | Kualitas Tata Kelola | Keputusan KPU 3 Dok | 5 Dok | 5 Dok
Dukungan Administrasi Provinsi tentang
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TARGET KINERJA

NAMA SASARAN
NO INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sarana Persuratan dan | kearsipan yang telah
Prasarana Kantor | Pengelolaan Arsip disusun
Terwujudnya Persentase fasilitas
Dukungan  Sarana | perkantoran  untuk
dan Prasarana guna | mendukung kinerja | . - 80% | 90% | 90%
Meningkatkan Satker KPU Provinsi
Kelancaran  Tugas | yang berfungsi baik
KPU Provinsi
Persentase Gedung
dan Gudang KPU
Provinsi yang | ~ i} 80% | 90% 90%
berfungsi dengan
baik
5 Pemeriksaan dan | Terwujudnya Persentase
Pengawasan penyelenggaraan pengaduan
Internal pemerintahan yang | masyarakat yang | . - 100% | 100% | 100%
bersih dan | ditindaklanjuti  KPU
berwibawa (clean | Provinsi
governance)
Terwujudnya Persentase KPU
penyelenggaraan Kabupaten/Kota
pemerintahan yang | yang mengisi dan
bersih dan | menyampaikan kartu | - - 100% | 100% | 100%
berwibawa (clean | kendali SPIP secara
governance) lengkap dan tepat
waktu

Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

TARGET KINERJA

NAMA SASARAN
NO INDIKATOR
PROGRAM PROGRAM 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penyusunan Tersusunnya Persentase
Peraturan Keputusan KPU | Rancangan
Perundang- Provinsi dan | Peraturan KPU
Undangan Keputusan KPU | yang disusun dan
Kabupaten/Kota diharmonisasi ) 100% | 100% | 100%
sesuai dengan | tepat waktu sesuai
kerangka regulasi | dengan kerangka
KPU regulasi KPU
2 Pelaksanaan Terlaksananya Jumlah sengketa
Dukungan penyelesaian hukum dalam | . 5Dok | 5Dok | 5 Dok
Bantuan Hukum sengketa dan | perkara
pelayanan perselisihan di
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Logistik Pemilu

penyediaan logistik
Pemilu secara

NAMA SASARAN TARGET KINERJA
NO INDIKATOR
PROGRAM PROGRAM 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pertimbangan Bawaslu, Peradilan
hukum Umum, Peradilan
Tata Usaha
Negara, dan
Mahkamah
Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU
Provinsi
3 Pelaksanaan Terwujudnya Persentase
Teknis Penyelenggaraan penetapan jadwal
Pemilu/Pemilihan | Pemilu / Pemilihan | tahapan dan
dan PAW Sesuai Jadwal petunjuk teknis
penyelenggaraan - - 100% | 100% -
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan
jadwal oleh KPU
Provinsi
Pengelolaan Calon | Persentase Calon
Peserta Pemilu Peserta ~ Pemilu | ) 100% | 100% )
yang dapat
difasilitasi
4 Fasilitasi Pendidikan Pemilih | Jumlah  kegiatan
Pelatihan Kepada Masyarakat | "Pendidikan
Masyarakat dan | Umum Pemilih
Penyelenggaraan Kepemiluan  dan
Hubungan Demokrasi" - - 3Keg | 5Keg | 5Keg
Masyarakat untukmasyarakat
umum yang
dilaksanakan oleh
KPU Provinsi
5 Pelaksanaan Terlaksananya Persentase  KPU
Pengelolaan fasilitasi Kabupaten/Kota
Logistik pengelolaan  data | yang
kebutuhan, menyelenggarakan
pengadaan, Pemilu/Pemilihan _ _ 80% 90% )
pendistribusian, tanpa ada
serta pemeliharaan | permasalahan
dan inventarisasi | anggaran  dalam
logistik pemenuhan
Pemilu/pemilihan kebutuhan logistik
Persentase  KPU
Kabupaten/Kota
yang melakukan
penyusunan - - 80% 90% -
Laporan dan
Dokumentasi
Logistik Pemilu
Ketersediaan Persentase
- - 80% 90% -
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NAMA SASARAN TARGET KINERJA
NO INDIKATOR
PROGRAM PROGRAM 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
tepat jenis, tepat
jumlah, tepat mutu,
dan tepat waktu
6 Pengelolaan Tersedianya data, | Persentase
Data, Teknologi | informasi, sarana | pelaksanaan
dan Informasi dan prasarana | Pemutakhiran data
teknologi informasi | pemilih secara | ) 80% | 90% 90%
serta penerapan | berkelanjutan
egovernment KPU
Persentase Sarana
dan Prasarana
Teknologi
Informasi untuk | - - 80% 90% 90%
Sistem  Informasi
yang aman, handal
dan lancar

Penanggung Jawab Program dan Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan 2 Program Utama

yaitu Program Dukungan Manajemen, dimana dalam program ini merupakan
kesekretariatan yang berarti program-program rutinan atau manajemen kantor dalam
kata lain berhubungan dengan peningkatan kinerja SDM, Layanan Perkantoran,
penilaian akutanbilitas dan lain-lain. dan yang kedua yaitu Program Penyelenggaraan
Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, hal tersebut merupakan Program yang
berdasarkan Tugas dan Fungsi KPU sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu. Di bawah ini berupakan Tabel Penanggungjawab Kegiatan

KPU Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2025.
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Kegiatan Program Dukungan Manajemen

NAMA SASARAN PENANGGUNGJAWAB
NO INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Pembinaan Meningkatnya tertib | Persentase pegawai | Bagian Perencanaan, Data, dan
Sumber Daya | administrasi dan | yang mendapatkan | Informasi, Partisipasi Hubungan
Manusia dan | pengelolaan sumber | layanan Masyarakat dan SDM
Pelayanan daya manusia kepegawaian secara
Administrasi tepat waktu dan
Kepegawaian akurat
Tersedianya data | Persentase Pegawai | Bagian Perencanaan, Data, dan
dan informasi | yang Tercatat secara | Informasi, Partisipasi Hubungan
kepegawaian akurat dalam Data | Masyarakat dan SDM
Base Kepegawaian
berbasis  teknologi
informasi
2 Pelaksanaan Meningkatnya Persentase Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Pengelolaan penyelesaian penyelesaian
Keuangan dan | pertanggungjawaban | pertanggungjawaban
Barang Milik | penggunaan penggunaan
Negara anggaran sesuai | anggaran sesuali
ketentuan ketentuan oleh KPU
Provinsi
Terlaksananya Jumlah laporan | Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
sistem akuntansi dan | sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan | pelaporan keuangan
yang diselesaikan
tepat waktu oleh KPU
Provinsi
3 Penyelenggaraan | Meningkatnya Jumlah  rancangan | Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Operasional dan | Kualitas Tata Kelola | Keputusan KPU
Dukungan Administrasi Provinsi tentang
NAMA SASARAN PENANGGUNGJAWAB
NO INDIKATOR
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5
Sarana Persuratan dan | kearsipan yang telah

Prasarana Kantor

Pengelolaan Arsip

disusun

Terwujudnya
Dukungan  Sarana
dan Prasarana guna
Meningkatkan
Kelancaran
KPU Provinsi

Tugas

Persentase fasilitas
perkantoran  untuk
mendukung  kinerja

Satker KPU Provinsi
yang berfungsi baik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
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Persentase Gedung

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

dan Gudang KPU
Provinsi yang
berfungsi dengan
baik
5 Pemeriksaan dan | Terwujudnya Persentase Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pengawasan penyelenggaraan pengaduan Pemilu dan Hukum
Internal pemerintahan yang | masyarakat yang
bersih dan | ditindaklanjuti  KPU
berwibawa (clean | Provinsi
governance)
Terwujudnya Persentase KPU | Bagian Teknis Penyelenggaraan
penyelenggaraan Kabupaten/Kota Pemilu dan Hukum
pemerintahan yang | yang mengisi dan
bersih dan | menyampaikan kartu
berwibawa (clean | kendali SPIP secara
governance) lengkap dan tepat

waktu

Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NAMA SASARAN
NO INDIKATOR PELAKSANA KEGIATAN
KEGIATAN KEGIATAN
1 2 3 4 5
1 Penyusunan Tersusunnya Persentase Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Peraturan Keputusan KPU | Rancangan dan Hukum
Perundang- Provinsi dan | Peraturan KPU yang
Undangan Keputusan KPU | disusun dan
Kabupaten/Kota diharmonisasi  tepat
sesuai dengan | waktu sesuai dengan
kerangka regulasi | kerangka regulasi
KPU KPU
2 Tersusunnya Terlaksananya Jumlah sengketa | Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Keputusan KPU | penyelesaian hukum dalam perkara | dan Hukum
Provinsi dan | sengketa dan | perselisihan di
Keputusan KPU | pelayanan Bawaslu, Peradilan
Kabupaten/Kota pertimbangan Umum, Peradilan
sesuai  dengan | hukum Tata Usaha Negara,
kerangka regulasi dan Mahkamah
KPU Konstitusi yang
dihadapi oleh KPU
Provinsi
Terwujudnya Persentase Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Penyelenggaraan penetapan jadwal | dan Hukum

Pemilu / Pemilihan
Sesuai Jadwal

tahapan dan petunjuk
teknis
penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan jadwal
oleh KPU Provinsi
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Pengelolaan Calon | Persentase Calon | Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Peserta Pemilu Peserta Pemilu yang | dan Hukum
dapat difasilitasi
3 Fasilitasi Pendidikan Pemilih | Jumlah kegiatan | Bagian Perencanaan, Data, dan
Pelatihan Kepada Masyarakat | "Pendidikan Pemilih | Informasi, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan | Umum Kepemiluan dan | Masyarakat dan SDM
Penyelenggaraan Demokrasi"
Hubungan untukmasyarakat
Masyarakat umum yang
dilaksanakan oleh
KPU Provinsi
4 Pelaksanaan Terlaksananya Persentase KPU | Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Pengelolaan fasilitasi Kabupaten/Kota yang
Logistik pengelolaan  data | menyelenggarakan
kebutuhan, Pemilu/Pemilihan
pengadaan, tanpa ada
pendistribusian, permasalahan
serta pemeliharaan | anggaran dalam
dan inventarisasi | pemenuhan
logistik kebutuhan logistik
Pemilu/pemilihan
Persentase KPU | Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Kabupaten/Kota yang
melakukan
penyusunan Laporan
dan Dokumentasi
Logistik Pemilu
Ketersediaan Persentase Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Logistik Pemilu penyediaan  logistik
Pemilu secara tepat
jenis, tepat jumlah,
tepat mutu, dan tepat
waktu
5 Pengelolaan Tersedianya data, | Persentase Bagian Perencanaan, Data, dan
Data, Teknologi | informasi, sarana | pelaksanaan Informasi, Partisipasi Hubungan
dan Informasi dan prasarana | Pemutakhiran  data | Masyarakat dan SDM
teknologi informasi | pemilih secara
serta penerapan | berkelanjutan
egovernment KPU
Persentase Sarana | Bagian Perencanaan, Data, dan
dan Prasarana | Informasi, Partisipasi Hubungan
Teknologi Informasi | Masyarakat dan SDM
untuk Sistem
Informasi yang aman,
handal dan lancar

Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis
2020-2024, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis

dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.
KOMISIPEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN



Perjanjian Kinerja Ketua KPU Provinsi Papua Selatan

No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terwujudnya Sistem
Informasi mengenai Partai | Persentase informasi mengenai partai politik 90%
Politik yang andal dan | yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
berkualitas
2 Terwujudnya Sumber Daya | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU B
Manusia dan Lembaga KPU | Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU WTP
yang berkualitas Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi
. . 75
Birokrasi KPU
3 Terwujudnya koordinasi
penyelenggaraan
kepemiluanyang sesuai
dengan Stan_dar P_elayanan Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
Publik, disertai, dan . . o
sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang | 100%
pengelolaan  data  dan
! ) - | berlaku
informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu
berbasis teknologi informasi
yang terintegrasi
4 Terwujudnya Pemilu | Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan 80%
Serentak yang aman dan | yang Aman dan Damai
damai disertai penyelesaian | Persentase Sengketa Hukum yang | gqep

sengketa hukum yang baik

dimenangkan KPU Provinsi
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Program, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Kegiatan Program Anggaran
CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi ST B0
Pemilihan pada Empat o
: Tahapan Pemilihan pada Empat Daerah

Daerah  Otonomi  Baru Otonomi Baru (DOB) 3,232,966,000
(DOB)
Pendidikan Pemilih Pemula, I -, -

! " ) Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, 50,000,000
Kelompok Rentan, dan Kel KR dan Mariinal
Marjinal elompok Rentan, dan Marjina
WA. Program Dukungan Manajemen 12.657.380.000
Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Negara Layanan Perkantoran 4.769.893.000
Operasional Perkantoran dan| Layanan Perkantoran 7.863.989.000
Dukungan Sarana Prasarana
Pendatae_m DPT Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan 23.498.000
Berkelanjutan
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AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja

Kinerja KPU tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada

Perjanjian Kinerja (PK) Ketua KPU Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang

dituangkan dalam PK Ketua KPU merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Hasil pengukuran atas capaian kinerja

adalah sebagai berikut:

No | Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian

1 |3 4 5 6

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan
berkualitas

Persentase informasi mengenai partai
1 | politik yang mutakhir dan dipublikasikan | 90% 97% 108%
pada publik

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja

KPU B B 100%

2 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU | WTP WTP 100%

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan .
3 | Reformasi Birokrasi KPU 75 74 99 %

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan
Standar Pelayanan Publik, disertai, dan pengelolaan data dan informasi serta
dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi

Persentase penyelenggaraan
1 | Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% 100% 100%
dan ketentuan yang berlaku
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Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian
sengketa hukum yang baik

Persentase pelaksanaan
1 | Pemilu/Pemilihan yang Aman dan | 80% 59% 74%
Damai

Persentase Sengketa Hukum yang

0, [0) 0,
dimenangkan KPU Provinsi 80% 100% 125%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 4 Target
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% Sebanyak 3 Target
3. Target dengan capaian realisasi dibawah 100% Sebanyak O Target

Selain itu, indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan masih menggunakan
realiasi tahun 2022. KPU menerima LHP BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022
dengan Opini WTP pada bulan Agustus 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun
2023 belum selesai, BPK masih dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan KPU
untuk tahun angggaran 2023. Sedangkan indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih
dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan dan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

realisasinya menggunakan capaian realisasi Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
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L KPU Meraih Opini

o2 (wajar Tanpa Pengecualian) < "
atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022

T
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Capaian indikator sasaran “ Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang

andal dan berkualitas” adalah Sebagai Berikut ;

No | Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5
Persentase informasi mengenai partai
politik yang mutakhir dan dipublikasikan 90% 97% 108%
pada publik

Salah satu tahapan Pemilihan Umum dalam Pasal 167 ayat (4) Undang Undang Nomor
7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
yang terdiri atas Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Partai Politik dan Calon
Anggota DPR/DPRD), Peserta Pemilu Anggota DPD dan Peserta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden. Pada tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai
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Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU mengawali dengan mengumumkan pembukaan
akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada seluruh Partai Politik Calon
Peserta Pemilu melalui Pengumuman di Laman Webiste KPU RI Nomor 4/TIK.02-
Pu/05/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan
administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu
Anggota DPR dan DPRD serta Pemutakhiran data Partai Politik Pemilu secara
berkelanjutan tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

Terkait dengan Sistem Informasi yang dipakai dalam proses pendaftaran Partai Politik
calon peserta Pemilu atau yang lebih dikenal dengan SILON (Sistem Informasi

pencalonan) mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Adanya keterkaitan antara prinsip Pemilu dengan inovasi SILON yang
dilakukan oleh KPU, yaitu sebagaimana prinsip Pemilu yang tertuang pada
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yaitu prinsip efektif, efisien dan aksesibel;

2. Prinsip efektif merupakan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya
dalam pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu
yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Berkenaan dengan hal
tersebut, inovasi SILON yang dilakukan adalah pada aplikasi Sipol, Parpol
dapat menginput data anggota parpol beserta file dokumen KTA dan KTP
karena pendaftaran bersifat sentralisasi hanya melalui KPU;

3. Prinsip efisien merupakan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumber daya
dan waktu dalam pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik
peserta Pemilu secara tepat, cermat, berdaya guna dan bertepat guna.
Berkenaan dengan hal ini, KPU mempunyai kebijakan dalam proses
verifikasi partai politik yaitu bersifat paperless, sehingga inovasi yang
dilakukan pada sipol adalah semua data dan dokumen persyaratan yang
terkait verifikasi parpol dapat diinput dan diunggah di SILON;

4. Prinsip aksesibel merupakan prinsip kemudahan informasi dan

pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik
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Peserta Pemilu bagi semua pihak. Inovasi yang dilakukan adalah, parpol
dan KPU dapat mengakses dokumen yang berkaitan dengan verpol secara
mudah karena SILON mempunyai fungsi pendokumentasian semua Berita

Acara yang menjadi produk hukum dari proses verifkasi Parpol.

Pada tanggal 14 Desember 2022 KPU melakukan rapat pleno terbuka pengundian dan
penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024. Adapun nomor
urut partai politik nasional Sebagai Berikut

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan nomor
urut 18 partal politik peserta Pemilu 2024,
Berikut rinciannya

Terbaru, Partal Ummat
dinyatakan lolos verifikasi
faktual dan resmi
ditetapkan sebagai
peserta Pemilu 2024
ot dengan nomer urut 24
e el pada Jumat (30/12/2022).

Perindo

Untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang

Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rl menetapkan Partai
Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 setelah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan

memenuhi syarat verifikasi faktual ulang partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Penetapan tersebut dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas
Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
Anggota DPR, DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota
DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024. Dengan ditetapkannya Partai Ummat
sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024, maka jumlah Peserta Pemilu Tahun 2024 menjadi
18 Partai Peserta Pemilu 2024.

Penetapan nomor urut tersebut dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 552 tentang
Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan
Umum Anggota DPR Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melalui Ketua Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat menargetkan partisipasi

pemilih pada Pemilu 2024 sebesar 81% persen dari Pemilihan Umum pada Tahun 2019.
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Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

No Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian
1 3 4 5 6
Sasaran Strategis 1
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja o
! KPU Provinsi Papua Selatan B B 100%
2 | Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU | WTP WTP 100%
3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan 75 80 107%

Reformasi Birokrasi KPU

Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Kpu Provinsi Papua Selatan

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di

seluruh unit kerja, diantaranya;

e Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja
terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara proposional dan penyesuaian
indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;

e Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarakan rekomendasi hasil
evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
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e Peningkatan kualitas SDM Unit Kerja KPU Provinsi yang mengelola akuntabilitas
Kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi
dan pelaporan kinerja;

e Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan pada KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki capaian kinerja
rendah dan Nilai Hasil Reviu SAKIP rendah;

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK yang dimaksud pada Indikator Kinerja ini adalah Opini BPK Hasil Pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum. Pemeriksaan bertujuan untuk
memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan
kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas

sistem pengendalian intern.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK “WTP” pada tahun 2025 akan melakukan

beberapa hal, diantaranya :

e Pemutakhiran aplikasi SiMonika sebagai aplikasi monitoring anggaran;

e Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu To Do List, Monitoring, dan Daftar/
Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan
keuangan

e Terus meningkatan kualitas pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi dalam
pengelolaan keuangan;

e Terus meningkatkan kualitas pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e Menindaklanjuti hasil temuan Laporan Keuangan K/L Tahun 2024 dengan
melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan;

e Pengusulan penghapusan temuan kategori tingkat 4, hasil pemeriksaan atas

Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2009,
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halini sejalan dan selaras dengan indikator yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) BPK;

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Publik, disertai, dan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi
pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 3 4 5 6
Persentase penyelenggaraan
1 | Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 100% 100% 100%
dan ketentuan yang berlaku

Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan

yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan
Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara
Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan

Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu)
sepakat penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, serta Anggota DPD
RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 serta pemungutan suara
serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November
2024. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pasal 167 ayat 6 yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai
20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024,
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tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022, penghitungan waktu pelaksanaan tugas-
tugas pelayanan dihitung secara hari kalender, Integritas KPU 24 Jam dalam memberikan
Pelayanan kepada Negara. Tugas besar dan berat yang diamanatkan Undang-Undang
kepada KPU mau tidak mau harus dipikul bersama, untuk suksesnya pelaksanaan pesta
Demokrasi dan penggantian Kepemimpinan Negara yang legal secara konstitusional.
Namun, dalam persiapan dan/atau penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan
Serentak Tahun 2024 terdapat beberapa hambatan, antara lain karena pada awal tahun
2022 Indonesia masih dalam status Pandemi Covid-19, namun dengan memperhatikan
jumlah kasus Covid-19 yang terus mengalami tren penurunan, maka perubahan status
pandemi tersebut menjadi endemi disuatu negara ditentukan oleh Organisasi Kesehatan
Dunia atau World Healt Organization (WHO). Perubahan status tersebut tergantung
dengan penanganan Covid-19 secara global. Dapat dikatakan bahwa Indonesia
memasuki masa transisi endemi Covid-19 hal ini merupakan kabar gembira bagi
masyarakat, namun akan berdampak pada persiapan dan penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, dimana akan ada beberapa kebijakan
Pemerintah yang mungkin dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi KPU.
Tentunya pada masa transisi endemi Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, contoh pada
sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor UMKM dan lain-lain, dimana tentunya hal
tersebut akan mempengaruhi terhadap dukungan finansial dalam terlaksananya

penyelenggaranaan tahapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa
hukum yang baik

No Indikator Kinerja T Realisasi | Capaian
arget

1 3 4 5 6

1 Persentase pelaksanaan Pemllu/_Pemlllhan yang 80% 599% 24%
Aman dan Damai

2 | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan 80% 100% 125%

Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.
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Dalam upaya menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai,

KPU

menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia,

oleh karena itu KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi

konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah,

isu kedaerahan/kesukuan,

pengkulturan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 100%

daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

:‘r! P‘.'.,,if"t &

l —

“KETUA KPU novmsu PAPUA sﬁm’nn
MENGHADIRI APEL GILAR PASUX AN SERINTAK

KESIAPANTNI PADA PENGAMANAN PEMILU TAMUN 7024

8

Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas

KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan

sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan

penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa.

Realisasi Anggaran 2025

KODE
KEGIATA
N

URAIAN
KEGIATAN

URAIAN KRO

URAIAN RO

URAIAN
KOMPONEN

PAGU

REALISASI

SISA PAGU

Pendidikan Fasilitasi dan  [Fasilitasi Fasilitasi
Pemilih Pembinaan Pendidikan Pendidikan
Pemula. Lembaga Pemilih Pemula, Pemilih
’ Kelompok Rentan, Pemula,
7016 Kelompok dan Msrjinal kelompok 50,000,000 33,747,919 16,252,081 | 6750 %
Ren.t.an, dan Rentan, dan
Marjinal Marjinal
PEMILIHAN Fasilitasi Tahapan Tahapan
080 EQEQAEF’\"'PAT dan Pemilihan pada Pemilihan
Pembinaan Empat Daerah pada Empat 99.54 %
%T(g)Bl\;OMl BARU Lembaga Otonomi Baru Daerah 3,232,966,000 3,218,214,612 82,388
(DOB) Otonomi Baru
(DOB)
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PENGELOLAAN LAYANAN

3355 KEUANGAN DAN DUKUNGAN LAYANAN GAJIDAN 100%
BARANG MILIK MANAJEMEN PERKANTORAN TUNJANGAN 4,769,893,000 4,781,541,880 -11,648,880
NEGARA INTERNAL
OPERASIONAL
PERKANTORAN LAYANAN OPERASION

3360 DAN DUKUNGAN LAYANAN AL DAN 97.27 %
DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN PEMELIHARA 7,679,142,000 7,469,864,748 3,405,252 :
SARANA INTERNAL AN KANTOR
PRASARANA

Total

15,940,346,000

15,704,995,650

14,809,350

98.52 %
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Selatan 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam
mencapai sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 dan perkembangan

tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan,
meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut
disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan
dukungan aktif segenap komponen Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan
masyarakat sebagai pemilih pada perhelatan Pemilu/Pemilihan. Capaian kinerja Komisi
Pemilihan Umum tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”’, karena capaian

rata-ratanya sebesar sesuai dari target.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target Indeks Reformasi
Birokrasi, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/ Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
dan Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU. Namun secara keseluruhan
capaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2025 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai
upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait tahapan Pemilu 2024. Kendala
dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan
menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan
kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan
lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan
segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam
mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berazaskan Langsung,

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Selatan 2025 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan
penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Merauke, 20 Januari 2026
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